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Abstract: Evaluation of Regional Regulation Population Registration Immigrants. Thisstudy
aimed to eval uate theimplementation of the Regiona Regulation Number 5 of 2008 concerning
theregistration of migrantsin the city of Pekanbaru. This study focuses on the evaluation of the
implementation of the registration of migrants in the city of Pekanbaru. This research is using
descriptive research eksplansi that describe/explain/clarify related to the evaluation of the
implementation of the Regional Regulation Pekanbaru Number 5 of 2008 regarding the Population
Registrationin Pekanbaru. The results of the eval uation showed the Regional Regulation Number
5 of 2008 regarding the registration in the city of Pekanbaru essentially isrunning asit should be
because most migrants stated that the assessment of local regulation in this case relating to the
registration of migrants was good.

Abstrak: Evaluasi Pelaksanaan Perda Pendaftaran Penduduk Pendatang. Pendlitianini bertujuan
untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 mengenai pendaftaran
penduduk pendatang di Kota Pekanbaru. Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi terhadap
pelaksanaan pendaftaran penduduk pendatang di Kota Pekanbaru. Penelitian ini adalah
menggunakan jenis penelitian deskriptif eksplansi yaitu menggambarkan/menerangkan/
menj el askan yang berhubungan dengan evaluasi pel aksanaan Peraturan Daerah K ota Pekanbaru
Nomor 5 Tahun 2008 mengenai Pendaftaran Penduduk Di K ota Pekanbaru. Hasil dari penelitian
menunjukan evaluasi pel aksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 mengenai pendaftaran
penduduk di Kota Pekanbaru pada dasarnya sudah berjalan sebagaimana mestinya karena
sebagian penduduk pendatang menyatakan bahwa penilaian terhadap Peraturan Daerah dalam

hal ini yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk pendatang sudah baik.
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PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota
Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administras K ependudukan
dijelaskan bahwapendudk adalahwarganegara
Indonesiadan orang asing yang bertempat tinggd
di Indonesia. Warganegaralndonesiaadalah
orang-orang Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan Undang-
Udang sebagai warganegaralndoensia. Pada
pasal 2 dijelaskan bahwa setiap penduduk
mempunyai hak untuk memperoleh dokumen
kependudukan, jugape ayananyang samaddam
pendaftaran penduduk dan catatan sipil, selain
itujugaperlindungan atasdatapribadi dan juga
kepastian hukum ataskepemilikan dokumen.
Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya
dalam rangkamenekan | gju pertumbuhan pen-
duduk sebagaimanadikel uarkannyaPerdaNo
5 Tahun 2008 dimana dijelaskan khususnya
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penduduk pendatang wajib dilaporkan danwagjib
didaftarkan. Persoalan |ainnyamasal ah kepen-
dudukan ini adal ah berkaitan dengan pesatnya
pendatang ke kota Pekanbaru. Sebagai suatu
sstem kenegaraan dengan kongtitus yang pekat
dengan norma keadilan, ekonomi Indonesia
dicirikan oleh ruang lingkup pelayanan publik
yang sangat luas. Pelayanan publik yang me-
nyentuh hampir setiap sudut kehidupan mas-
yarakat haruslah ditopang oleh mekanisme
pengambilan keputusan yang terbuka serta
prosespolitik yang demokratis.

M asal ah dalam pelaksanaan PerdaNo. 5
Tahun 2008 dapat terlihat dari keadaan di ling-
kungan masyarakat Kota Pekanbaru dimana
sebagian dari pendatang tidak memiliki surat
keterangan pindah dari daerah asal dan bahkan
merekasudah lamamenetap di K otaPekanbaru
namun mas h belum me aporkan kepindahannya
dari daerah asal. Sdlainitujugasebagian besar



20 Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 1, Nomor 1, November 2012, him. 1-100

dari pendatang bel um mel aksanakan kewgjiban-
nyadalam mendapatkan pelayanan kepengu-
russnKTPdan KK dan merekalebih cenderung
mengul ur-ngulur waktu sampal kel uar kebijakan
pemutihan KTP dan KK dari pemerintah kota
Pekanbaru. Pendatang enggan untuk mengurus
melaui prosedur yang panjang tersebut dan ke-
banyakan dari merekaingin mengurusdengan
jalan pintas(cepat jadi).

Menurut Nugroho (2006), kebijakan publik
adal ah kebijakan yang mengatur kehidu-pan
bersamaatau kehidupan publik, bukan kehidu-
pan seorang atau golongan. K ebijakan publik
mengatur semuayang ada didomain lembaga
adminigtratur publik. kebijakan publik mengatur
masalah bersama atau masalah pribadi atau
golongan, yang sudah menjadi masdah bersama
dari seluruh masyarakat di daerah itu. Menurut
Lister dalam Ekawati (2005) sebagai hasil maka
implementasi menyangkut tindakan seberapa
jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-
benar memuaskan. Akhirnyapadatingkatnya
abstraks tertinggi implementas sebagai akibat
ada beberapa perubahan yang dapat diukur
dalam masalah-masalah besar yang menjadi
sasaran program Implementas dapat dikonsep-
tualisasikan sebagai suatu proses, hasil dan
sebagal akibat.

Menurut Grindle dalam Wahab (1997)
Implementas tidak hanya sekedar bersangkut
paut dengan mekani sme penal aran keputusan
politik kepada prosedur rutin lewat saluran-
saluran birokrasi berperan lebih dari itu me-
nyangkut masal ah konflik, keputusan dan sigpa
yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.
Walaupun dalam kenyataan terjadi perbedaan
apayang diharapkan dari pembuat kebijakan
denganredlitaprestas pel aksanaan kebijakan
tersebut. Menurut Dunn (2003) bahwakriteria-
kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai
berikut: Efektifitas, gpakah hasil yang diinginkan
sudahtercapal ?Efesend, sebergpabanyak usa
hayang diperlukan untuk mencapai hasil yang
diinginkan? K ecukupan, seberapajauh penca-
paian hasil yang diinginkan memecahkan
masalah? Perataan, apakah biaya manfaat
didistribusikan dengan meratakepadake ompok-
kel ompok tertentu?

a. Responsivitas, apakah hasil kebijakan me-
muaskan kebutuhan, preferend dannila-nila
kel ompok tertentu?

b. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang di-
inginkan benar-benar bergunaatau bernilai?

Adapun Grindledalam K ertaprga(2010)
berpendapat bahwa pel aksanaan bijaksanaan
dapat dipandang sebagai prosesadministras dan
sekaligus sebagai prosespolitik, dimanakeber-
hasilan dari implementas tersebut akan ditentu-
kan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang
dianggap berpengaruh terhadap prosesimple-
mentasi dapat dikelompokkan dalam dua
kategori, yaitu faktor content of poficy dan
faktor context of implementation. Dan secara
lebih terperinci fator-faktor yang dapat mem-
pengaruhi prosesimplementas tersebut adal ah:

1) content of policy (Isi kebijakan) yang meli-

puti: interest affected (kepentingan yang dipe-

ngaruhi); type of benefits (Tipe keuntungan/
manfaet); site decision of making (ruang lingkup
perubahan) dan; diharapkan); extent of change
envisioned (L uasnyaperubahan yang diharap-
kan); programimplementor (pel aksana-pelaksan
program); resources committed (sumber-sum-
ber terlibat); 2) context of implementation
(konteks/lingkungar/suasamimplementas) yang
meliputi: power; interest and strategis of actors
involved kekuasaan, kepentingan dan strategi
dari aktor-aktor yang terlibat); institution and
regime characteristics (karakteristik lembaga
danrejim); 3)compliance and responsiveness

(pemenuhan dan dayatanggap).

Pendlitianini bertujuan untuk mengevauas
pel aksanaan PerdaNo. 5 Tahun 2008. Pendlitian
ini memfokuskan pada evaluasi terhadap
pel aksanaan pendaftaran penduduk pendatang
di Kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini adalah menggunakan jenis
penelitian deskriptif eksplans yaitu menggam-
barkan/menerangkan/menjelaskan yang berhu-
bungan dengan evauas pelaksanaan PerdaNo.
5 Tahun 2008. Penelitian dilaksanakan di Kota
Pekanbaru dengan memilihtigalokas pendlitian,
yaitu padaK ecamatan Sukajadi sebagai Keca-
matan dekat dengan kota, Kecamatan Tampan
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yang merupakan kecamatan sedang dan K eca-
meatan Tenayan Rayayang merupakan kecamatan
jauh dari kota. Untuk mendapatkan data dan
informas sertabahan-bahanlainnyayang diper-
lukan dan berhubungan dengan pendlitianini,
makadilakukan Pendlitian perpustakaan, yaitu
teknik pendlitian yang digunakan untuk mempe-
rolehberbaga informas danbahan-bahanlainnya
berkenaan dengan teori dari konsep-konsep
sertaperaturan perundang-undangan, melalui
dokumen-dokumen, buku-buku teksdan bahan-
bahan bacaan |ainnyayang berhubungan dengan
penelitian. Pengumpulan data menggunakan
wawancarasebagai instrumen penelitian yang
ditujukan kepadaresponden yang beriskan ten-
tang masal ah kebijakan pendaftaran kependu-
dukan di KotaPekanbaru dan melalui wawan-
carakepadakey informan yang sudah ditetap-
kan. Sertamelaui dokumentas, yaitu pengum-
pulan datadari informasi dengan carameman-
faatkan sejumlah dokumen atau bahan-bahan
tertulis(laporan, arsip) yang memuat datayang
berkaitan dengan pendlitian.

HASIL

Penilaian terhadap pel aksanaan pendatf-
taran penduduk pendatang di K ota Pekanbaru,
dimana pendatang merupakan setiap penduduk
yangtingga daam jangkawaktutertentudi Kota
Pekanbaru yang telah memenunhi persyaratan
pendatang sebagai manaditetapkan pemerintah
Kota Pekanbaru: mendapatkan KKP (Kartu
Keluarga Pendatang), KIP (Kartu Identitas
Pendatang), mel gporkan sel ambat-lambatnya 14
hari dari masaperpindahan dan berlaku selama
1 tahun. Melaporkan ke RT, RW selarnbat-
lambatnya1x24 jam dan L urah sertasdanjutnya
diberikan surat keterangan pindah datang dari
Lurah. Biladilihat dari jawaban respondendaam
penelitianini yakni penduduk pendatang hasil
survey yang dilakukan sebagai berikut:

a. Efektivitas dalam hal pendaftaran (tujuan
tercapai)

Pendatang mendaftarkan dan mendapat-
kan kartu identitas pendatang, yaitu bagi penda-
tang yang kurang dari 1 tahun harus mengurus
kartu keluarga pendatang dan Kartu Identitas
Pendatang. Kartu Keluargadan KartuKeluarga

Pendatang yang selanjutnyadisingkat KK dan
KKPaddahkartuidentitaskd argayang memuat
datatentang nama, susunan dan hubungan dalam
kel uargasertaidentitasanggotanya. Kartuiden-
titaspendatang (K I P) yang sdlanjutnyadisingkat
K1Padaahtandapengena bagi pendatang ytang
telah diberi izin tinggal dalam jangka Waktu
tertentu dari instansi pelaksana atas nama
Wadikota. Dari hasil survey diketahui bahwa42,6
% dominan penduduk pendatang mendaftarkan
dan mendapatkan KIP.

b. Efisiensi dalam hal pengenaan biaya pen-
daftaran.

Biayayang dikenakan kepadapendatang,
mernang benar digunakan untuk kebutuhan
pemulangan bagi pendatang yang jikamemang
ternyata selama 1 tahun belum mendapatkan
pekerjaan di K ota Pekanbaru. Pendatang me-
ngel uarkan biayapel aporan kepadaRT dan RW
serta kelurahan. Pendatang membayar biaya
jaminan ke pemerintah sebesar biayatrangportas
dan Pemerintah memulangkan biayajaminan
kepada pendatang yang disetorkan. Dari hasl|
survey diketahui bahwa 74,5 % koresponden
menyatakan bahwa biaya yang dikenakan
kepada pendatang, mernang benar digunakan
untuk kebutuhan pemulangan bagi pendatang
yangjikamemangternyatasdamal tahunbelum
mendapatkan pekerjaan di K ota Pekanbaru.

¢. Kecukupan daam ha memecahkan masaah
pendatang

Pel aksanaan kebijakan pendaftaran pen-
duduk pendatang diharapkan dapat memberikan
solusi mengatasi masal ah perkembangan pen-
duduk pendatang yang tinggi di daerahini. Dari
jawaban responden sebesar 39.9% dapat di-
ketahui bahwa pel aksanaan kebijakan pendaf-
taran penduduk pendatang diharapkan dapat
memberikan solus mengatas masa ah perkem-
bangan penduduk pendatang yang tinggi di
daerahini. Yakni dengan bentuk kebijakan pen-
daftaran pendatang menjawab persoal an pen-
duduk pendatang yang pesat di Kota Pekan-
baru dan pel aksanaan kebijakan pendaftaran
merupakan solus nyatadaam mengatas medah

pendatang.
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d. Perataan dalam hal biayamanfaat daam pe-
ngurusan pendaftaran pendatang dari gparatur
Pengurusan pendaftaran penduduk pen-
datang seperti Ketua RT, RW mendapatkan
honor dari pemerintah. Hal ini digunakan untuk
memotivas pihak yang berkepentingan dalam
memberikan pelayanan. Dari hasil survey dike-
tahui bahwa42,6 % koresponden menyata-kan
bahwa pengurusan penduduk pendatang seperti
KetuaRT, RW kurang mendapatkan honor dari
Pemerintah sehinggakurang termotivas pihak
yang berkepentingan dalam memberikan pela
yanan.

e. Responsivitas dalam hal pelayanan yang
diberikan kepada pendatang.

Pendatang mendapatkan surat keterangan
pindah dari daerah asal, yaitu penduduk yang
pindah ke kotawajib melapor kepadainstans
pel aksana di daerah asal untuk mendapatkan
surat keterangan pindah. Surat keterangan
pindah digunakan sebagal dasar untuk menguxus
Kartu Identitas Pendatang seperti KK P (kartu
keluarg pendatang) dan KIP (kartu identitas
pendatang). Kemudian mel aporan kedatangan
keketuaRT, RW dan Lurahyaitu bagi pendatang
yang datang ke kotaWajib melaporkan 1 X 24
jam ke kota yaitu kepada Ketua RT dan RW.
Terakhir mengurussurat keterangan kedatangan
dari Lurah, yaitu pendatang mengurus surat
keterangan datang dari lurah setempat sebagai
dasar addah surat keterangan pindah dari daerah
asa. Dari hasi| survey diketahui bahwa34, 8%
koresponden menyatakan bahwa sebagian pen-
datang mendapatkan surat keterangan pindah
dari daerah asal, yaitu penduduk yang pindah
ke kotawajib melaporkan kepadainstans pe-
laksanadi daerah asal untuk mendapatkan surat
keterangan pindah sebagal dasar untuk me-
ngurusKIPdan KKP.

f. Ketepatan dalam hal manfaat kebijakan.

K ebijakan pendaftaran diharapkan dapat
memberikan menfaat bagi terwujudnyakota
Pekanbaru yang sgj ahtera. Pendatang mempe-
roleh manfaat dari mel aporkan kedatangan ke
Pemerintah K ota Pekanbaru dan pel aksanaan
pendaftaran yang dilakukan pemerintah sesuai

dengan ketentuan yang dibuat selama ini.
K ecenderungan jawaban responden sebesar
40.4% yang menyatakan bahwa kebijakan
pendaftaran dapat memberikan manfaat bagi
terwujudnya kota Pekanbaru yang sejahtera
berupapendatang sebagian memperoleh manfast
dari melaporkan kedatangan ke Pemerintah
K ota Pekanbaru.

Berdasarkan seluruh indikator evaluasi
pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2008 dapat
dilihat bahwa sebanyak 40,5 % koresponden
menyatakan bahwa penilaian terhadap Perda
dalamhd ini yang berkaitan dengan pendaftaran
penduduk pendatang sudah baik walaupunmasih
terdapat pendatang yang belum menjalan kan

nya

PEMBAHASAN

Dari hasi| pendlitian dapat diketahui bahwa
masi h terdapat peduduk pendatang yang belum
mel aksanakan PerdaNo. 5 Tahun 2008. Hdl ini
disebabkan karena suatu kebijakan terdapat
beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala
dalam pelaksanaan nyayaitu antaralain karena
suatu kebijakan memiliki unsur-unsur:

Perlindungan terhadap kepentingan mas-
yarakat, yatuimplementas suatu kebijakan akan
ditentukan oleh seberapa jauh perubahan-
perubahan yang dituntut oleh kebijakanitu akan
mengancam kepentingan - kepentingan tertentu
daam masyarakat. K elompok-kel ompok mas-
yarakat yang merasa terancam oleh adanya
kebijakan akan cenderung menampakkan sikap
oposisinyabaik secaraterbukamaupun terselu-
bung. Oleh karenaitu, semakin besar adanya
kelompok yang dirugikan akibat dari program,
maka proses implementasi program itu akan
semakin sulit. Sebdiknyasemakin kecil kelom-
pok masyarakat yang merasadirugikan maka
semakin mudah program tersebut diimplemen-
tasikan.

K& elasan manfaat bagi pendatang, yaitujika
Suatu kebijaksanaan atau program menjanji-kan
keuntungan/manfaat yang jel asbagi ke-lompok
sasaran, makadukungan terhadap implementas
program akan mudah diperoleh. Begitu pula
sebaliknya, jikakelompok sasaran tidak dapat
memahami keuntungan/manfaat yang bakal
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diperoleh dari suatu program, makaakan sulit
diperoleh dukungan bagi prosesimplemen-tas
program. Oleh karenaitu, paraimplementator
harus mampu menci ptakan opini bagi kelompok
sasaran untuk meyakinkan mereka terhadap
keuntungarn/manfaat yang bakd diraihnya.

Perubahan yang diharapkan, yaitu semakjn
luas perubahan yang diharapkan dari imple-
mentasi suatu program terhadap kelompok
sasaran akan semakin sulitimplementas prog-
ram tersebut memperoleh dukungan dari
kel ompok sasaran tersebut. Jikaadaduapilihan
daam prosesimplementad program dengan hesl|
yang kurang lebih sama, maka pilihan harus
dijatuhkan pada alternatif yang menuntut
perubahan terkecil dari kelompok sasaran. Oleh
karenaitu, setiap implementas suatu program
atau kebijakaan harus diusahakan atau dipilih
Srategi yang dapat minimalkan perubahan pada
kel ompok sasaran. Ruang lingkup pengambilan
keputusan juga berpengaruh terhadap imple-
mentas keputusan tersebut. Adakeputusan yang
diarnbil oleh sekelompok kecil policy maker di
instans pusat, namun adapulakeputusan yang
diambil dengan melibatkan banyak policy maker
baik yang beradadi pusat maupun di daerah.
Keputusan jenis pertama akan lebih mudah
diimplementasi kan dibandingkan dengan jenis
keputusan kedua. Namun bukan berarti bahwa
sentraisas |ebihunggul dari desentrdised. Tetapi
yang jelas hahwa desentralisasi agar dapat
berhas | membutukan tanggung jawab | ebih besar
dari para aktor baik yang berada di pusat
maupun daerah.

Perilaku petugas|gpangan, yaitu daam pro-
sesimplementas program, pelaksanaprogram
mempunyai peranan yang cukup penting atas
keberhasilan maupun kegagdan. Untuk itu setigp
implernentasi program diperlukan pelaksana
yang tepat baik ditinjau dari segi kuditasmaupun
kuantitas. Di samping itu, yang tak boleh dilu-
pakan bahwa pel aksanatersebut harus mempu-
nya komitmenyangtinggi terhadap keberhasilan
implementas program. Karenadengan komit-
men yang tinggi itu akan dapat mendorong
merekauntuk mengembang-kan berbagai upaya
untuk mencapai hasil yang maksmal. Termasuk
diantaranyaada ah mengembangkan koordinas

yang solid karenatanpakoordinasi yang solid
diantar pelaksanaprogram, makamerekaakan
mel akukan kegiatan sesual dengan perseps dan
kepentingan masing-masing sehinggapadagili-
rannyakeberhasilanimplementas sulit tercapai.

K esigpan pemerintah dalam hal anggaran
yaitu dalam proses perumusan kebijakan seba-
giandari keputusan yang diambil adal ah mene-
tapkan sigpa atau lembaga mana yang Akan
dibebani sebagai implementor dari kebijakan
tersebut. Oleh karenaitu, agar implementasi
dapat berjdan secaraefektif, makaimplementor
itu harus mempunyai kemampuan yang cukup
dan didukung oleh sumber dayayang memadai.

SIMPULAN

Hasil evaluasi pelaksanaan Perda No. 5
Tahun 2008 pada dasarnyasudah berja an seba
gamanamestinya. Hal ini dari kecenderungan
jawaban positif dari responden terhadap perta-
nyaan yang digjukan. Diketahui jugabahwape-
rataan dalam pel aksanaan kebijakan mash me-
ngandung jawaban negatif yang artinyasumber-
dayabelum meratadidistribus kan seperti masa
lah honor dari padapetugas pel aksanalapangan
(RT/RW). Sulitnyapersyaratan untuk dipenuhi
dan prosedur yang dilaui menjadi alasan pendat-
ang mengambil jalan pintas dan hal ini juga
ditambah dengan adanya kepentingan Peme-
rintah Kota Pekanbaru yang memilah-milah
pendatang yang bekerjadan berkontribus sgja
yang diterima sedangkan yang menganggur
mereka diantar pulang. Kemudian walaupun
manfaat dirasakan banyak oleh pendatang,
namun dengan system pengurusan yang panjang
menyebabkan merekamencari dternatif. Hal ini
jugadidukung oleh oknum aparatur yang mem-
berikan ruang bagi kepengurusan jalan pintas
oleh karenakurangnyaanggaran yang disedia-
kan.
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